


Sesuai laporan yang diregistrasi  dengan  Nomor:
12/LP/PL/ADM/RI/00.00/V /2019, tanggal 20 Mei 2019,




mendapat 2 suara berdasarkan Cl-plano tetapi tertulis pada
DAA1 mendapat O suara pada TPS tersebut”, ---c-ceeeececcceamn.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada

Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum/Prov/Kab/Kota
menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1) mmbemnnndmmolahan mumﬁdemclm




b.foto copy DAAl1 Desa Karangjongkeng Kecamatan

TONJONG-~=======-=cmmrersmmmmemmnmnnene—————————————————————

¢, foto hasil Cl1-Plano di Tps 003 Desa Karangjongkeng




a. Jawaban Panitia Pemilihan Kecamatan Bumiayu
» Kegiatan rekapitulasi tingkat Kecamatan Tonjong
dilaksanakan pada 20-25 April 2019. Kegiatan Rapat
Pleno disaksikan oleh Saksi Paslon Presiden dan Wakil
Presiden, Saksi Partai Politik, Saksi DPD dan Panwaslu
Kecamatan Bumiayu. ----===semmmmmmm e e
» Pada saat dibacakannya Model C1-DPRD KAB/KOTA
yang berhologram yang berasal dari kotak, semua Saksi
Paslon Presiden dan Wakil Presiden, Saksi Partai Politik,
~ Saksi DPD dan Bawaslu Kecamatan Tonjong tidak ada
be ini dikarenakan Salinan Model C1-DPRD
ng dimiliki oleh semua saksi dan Panwaslu

: kap tingkat KPPS, PPK, dan Tingkat
Brebes Saksi dari Partai Keadilan Sejahtera

odel-DAA1, Model-DA1, dan Model DB1
e S tlia dan

Khusus




Kec. Tonjong tidak ada perbedaan pada semua hasil
perolehan suara. Sehingga dalam Proses Rekap PPK
tidak membuka C1. Plano-DPRD KAB/KOTA.

» Dalam proses Rekap tingkat KPPS, PPK, dan Tingkat
Kabupaten Brebes Saksi dari Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) menerima atau tidak melakukan keberatan secara
tertulis maupun lisan. Hal ini dibuktikan dengan tanda
tangan pada Model-DAA1, Model-DA1, dan Model DB1

- suara pada DAA1 dan DAl




b. Bukti-Bukti diajukan Panitia Pemilihan Kecamatan
Tonjong:
» Fotokopi Salinan Cl1 di TPS 003 Desa Karangakasem
Kecamatan Tonjong.
» Fotokopi DAA1 Desa Karangasem Kecamatan Tonjong.
» Fotokopi hasil Cl-plano di TPS 003 Desa Karangasem
Kecamatan Tonjong. ------=======s==seemmmmmeeee e eeeeee




keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan; «e==ss--r=——ccmm e e
Bahwa secara konseptual ‘kepastian hukum’ menurut
Peter Mahmud Marzuki dalam Buku Pengantar Ilmu
Hukum Edisi Revisi, hal. 137 mengandung dua
pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat

umum membuat individu mengetahui perbuatan apa
yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua,




yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil
penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi
Peserta Pemilu;

7) Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf b
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan
Umum, “Anggota KPPS Ketiga dan anggota KPPS
Keempat mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam

] PRD Kab/Kota yang ditempel pada
mpat tertentu dengan cara tally, yaitu




Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan
Umum, “Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi:
“Sertifikat Hasil Penghitungan Suara masing-masing
jenis Pemilu dalam formulir Model C1-PPWP
berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-
DPD  berhologram, Model C1-DPRD  Provinsi
berhologram, Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram
bcaerta salinannya berdasarkan formulir Model

P berhnlogram Model C1.Plano-DPR

d pada ayat (1); ----------=---=-==-= -
| 53 ayat (3) Peraturan KPU Nomor
tang Pemungutan dan Penghitungan
milihan Umum, “Dalam hal terjadi
pada formulir sebagaimana

t (2),




Model C1.Plano-DPR berhologram, Model C1.Plano-DPD
berhologram, Model C1.Plano-DPRD Provinsi
berhologram, dan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota

12) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf f
Pemmran KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang




15) Bahwa Formulir Model DA1-DPRD yang diterbitkan oleh
PPK, harus berpijak pada data yang benar dalam
Formulir DAA1-DPRD atau pada data yang benar yang
tertuang dalam salinan formulir Model C1-DPRD; -------
Bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kecamatan Bumiayu,
yang menerbitkan Salinan Formulir Model DA1-DPRD
Kabupaten Brebes untuk TPS 004 Desa Laren, TPS 004
Desa Kalisumur dan TPS 005 Desa Jatisawit yang tidak

' nulir model DAA1-DPRD Kabupaten
flodel DAA1 Plano-DPRD Kabupaten




¢ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum, Pasal 53 ayat (1) huruf b, Pasal 53
ayat (2) huruf b point a , Pasal 53 ayat (3), dan Pasal 61
ayat (6) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan
Umum, serta Pasal 4 ayat (4) huruf f Peraturan KPU

Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil
b ngan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil

U bl




ayat (6) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan
Umum, serta Pasal 4 ayat (4) huruf f Peraturan KPU Nomor 4
Tahun 2019;
3. Bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kecamatan Bumiayu
Kabupaten Brebes yang menerbitkan Formulir Model DA1-
BPRDhrkntdatapemlehnnauampadaTPs 004 Desa Laren,

g dalam Formulir Model DAA1-DPRD
°S, Formulir Model DAA1 Plano-DPRD




DA1-DPRD Kabupaten Brebes berdasarkan Cl1 Plano DPRD Kabupaten
Brebes sepanjang berkaitan dengan Partai Keadilan Sejahtera. ----—-———--
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Brebes untuk menindaklanjuti
hasil perbaikan salinan Formulir Model C1-DPRD Kabupaten Brebes. ----

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Republik Indonesia oleh
1) Abhan, SH.,MH sebagai Ketua, 2) Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH,
; u 3) Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D sebagai
mad Afifuddin, S.Th.I,M.Si sebagai Anggota
H.,LL.M, sebagai Anggota Bawaslu, pada hari
Juni, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan




